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Nomor . 0047/PM.00.02/K.SN-04/01/2024 24 Januari 2024
Sifat : Penting

Lampiran D=

Hal . Imbauan Ketentuan Kampanye Bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah
Yth.

1. Bupati Kab. Bulukumba
2. Wakil Bupati Kab. Bulukumba
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan
Umum

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023
Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

B. Isi Imbauan
Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran
dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan Pemilihan Umum,
maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menyampaikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan
Pemilu :
a) Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu
Kabupaten/Kota bertugas :
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :
1) pelanggaran Pemilu; dan
2) sengketa proses Pemilu;
b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kabupaten/kota, yang terdiri atas : 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan
kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
b) Pasal 5 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :
(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
c. netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu;
2. Ketentuan pelaksanaan kampanye pemilihan umum :

a. Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:
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Pasal 280 :

(2). Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang
mengikutsertakan :

e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai
pimpinan di lembaga nonstruktural.

Pasal 281 :

(1) kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri,
gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota
harus memenuhi ketentuan:

a. ftidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas
pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang undangan;

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan
dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 282

Pejabat negara, pejabat strukttrral, dan pejabat fungsional dalarn jabatan negeri,
serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa
Kampanye.

Pasal 283

(1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri
serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang
mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama,
dan sesudah masa Kampanye

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan,
imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye
Pemilihan Umum, pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 62 :

(1) Kampanye Pemilu oleh pejabat negara dilaksanakan sesuai dengan Undang-
Undang yang mengatur mengenai Pemilu.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ketentuan mengenai
hak pejabat negara melaksanakan Kampanye Pemilu, pejabat negara yang
berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota partai politik,
kewajiban memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau
pemerintahan, dan larangan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas yang
melekat pada jabatan.

(3) Pejabat negara yang diberikan cuti untuk melaksanakan Kampanye Pemilu
harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah
yang mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu.

(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diproses secara tertulis dan
surat cutinya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum
pelaksanaan Kampanye Pemilu.

(5) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga disampaikan kepada
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bulukumba
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Pasal 64 :

(1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil
wali kota dilarang menjadi ketua tim Kampanye Pemilu.

(2) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil
wali kota yang ditetapkan sebagai anggota tim Kampanye Pemilu dan/atau
Pelaksana Kampanye Pemilu yang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam
waktu bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris
daerah.

(3) Pelaksanaan tugas pemerintah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri atas nama Presiden

Pasal 73

Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural, dan
pejabat fungsional, kepala desallurah atau sebutan lain dilarang membuat
Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
Peserta Pemilu.

Pasal 74

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara pejabat struktural dan
pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan
kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu
sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan,
imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

3. Terhadap hal tersebut, sebagai langkah pencegahan maka bersama ini kami
mengimbau kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bulukumba untuk mematuhi
segala ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana tersebut di atas
khususnya saat pelaksanaan kampanye yang telah dimulai pada 28 November 2023 dan
akan berakhir pada 10 Februari 2024 sebagaimana yang diatur pada Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun
2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bulukumba



